BAB llI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG
NO.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm. TENTANG MURTAD SEBAGAI ALASAN

FASAKH NIKAH

A. PROFIL PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Kata “peradilan” berasal dari kata “adil’, dengawatan “per” dan
imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahaari dqadha”., yang
berarti “memutuskan”, melaksanakan, menyelesaikAda pula yang
menyatakan bahwa pada umum kamus tidak membedaitara goeradilan
dengan pengadilan.

Di samping arti menyelesaikan arti gadha yang dsudkada pula yang
berarti memutuskan hukum atau menetapkan sesua¢tafan. Dimana
makna hukum disini pada asalnya berarti menghalatayi mencegah, oleh
karena itu gadhi dinamakan hakim, karena seorakgnhberfungsi untuk
menghalangi orang yang zalim dari penganiayaan.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agamldagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini dilaksanakan &ehgadilan Agama
sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadiahkat tinggi Agama
sebagai pengadilan tingkat banding yang berpunealk pahkamah Agung
sebagai pengadilan kasasi atau terakhir sesuaiadepgnsip-prinsip yang
telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 tali9v0 tentang

ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
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Pengadilan Agama dalam perkembangannya mengalaobgien yang
menuju pada kemandirian dalam menjalankan kekuakahakiman sesuai
dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, denganddingkannya UU RI
No.35 Tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman yakgrang diubah
menjadi UU RI No.48 Tahun 2009. Dengan demikian asectegas
administrasi umum yang selama ini berada di baweku&saan masing-
masing departemen, maka seluruh administrasi baiknu maupun yustisial
berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI. Kemudhirnya UU
Rl No.4 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dariRUMo.35 Tahun
1999 dan sekarang terakhir diubah dengan UU Noat8ui 2009 tentang
kekuasaan kehakiman antara lain ditegaskan untakgsnaan satu atap bagi
lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana dijeladkéam pasal 21 ayat (1)
UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakimamydo&organisasi”
administrasi dan finansial mahkamah agung dan bpdeadilan yang berada
di bawahnya berada di bawah kekuasaan MahkamahgAdun

UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jugahtedirevisi
menjadi UU No.3 tahun 2006 dan sekarang diubahatety) No.50 tahun
2009, dalam pasal 5 ayat (1), yaitu “pembinaanisegaradilan, orgasnisasi,
administrasi, dan finansial pengadilan dilakukaehoMahkamah Agund®.
Namun hal ini tidak boleh mengurangi kebebasanrhakalam memeriksa

dan memutus perkara sebagaimana disebut dalanilaystsal yang sama.

! Undang-undang kekuasaan kehakiman (UU RI No.48iT&009), Jakarta:
Sinar Grafika cet ke-I, 2010, him.II.

> Amandemen undang-undang Peradilan Agama (UU Ri 0Neasun 2009),
Jakarta: Sinar Garifika, cet ke-l, 2010, him.44.
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1. Profil Pengadilan Agama Semarang
Profil Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dskegoa dari profil
berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengaddama atau
Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umunatga di Jawa
dan Madura pada khususnya. Profil Kota Semaraawali dengan
kedatangan Pangeran Made Pandan beserta puterangabgrnama
Raden Pandang Arang dari Kasultanan Demak di sigspat yang
disebut pulau Tirang. Mereka membuka lahan dardirigan pesantren
di daerah tersebut sebagai sarana menyiarkan agslara. Daerah
yang subur itu tampak disana sini, pohon asam garddalam bahasa
Jawa disebut Asem Arang. Untuk itu pada perkemdoarsglanjutnya
disebut Semarang. Sultan Pandan Arang Il (Waf&3)l%utra dari
pendiri desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Atlaadalah Bupati
Semarang | yang meletakkan dasar-dasar pemerintibtn yang
kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pauggtd 12 Rabiul
Awal 954 H. bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547Nanggal
penobatan tersebut dijadikan sebagai hari jadi Eatmarang. Dalam
bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama yanduddikenal juga
dengan Pengadilan Serambi telah ada di tengahttengayarakat kaum
muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiraany¥aglslam di
negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agé&eaarang telah
ada bersamaan dengan masuknya Agama Islam di Ketsarang.

Disebut Pengadilan Serambi karena pelaksanaan gsiganbiasanya
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mengambil tempat di serambi masjid. Tata caradmen, baik dalam
kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatngras mudah
dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradg@mapun lahir

sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim se@@agan berdirinya
kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasah,ADemak,

Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten daaj&an-kerajaan
Islam lainnya.

Kemudian di dalam perkembangannya Peradilan Agabagai salah
satu lembaga hukum, mengalami proses pertumbuhag Yegitu

panjang dan berliku mengikuti nada dan irama poliukum dari

penguasanya. Tidak sedikit batu sandungan darkilkémjam serta

kendala yang tidak henti-hentinya mencoba untukginadang langkah
dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penigtdnda di

bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan nslaatu persatu.
Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda dat@&ggan sistem dan
peradilannya sendiri yang bersamaan dengan pdlitilputasi secara
berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilaamagpada
mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar huBelanda tentang
hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Isj@mg menjadi

dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilaerlakbkan

peraturan-peraturan yang diambil dari syari’atrskantuk orang Islam.
Diantara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholeen ®ud Hoarlem,

Ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanday igamya adalah,
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bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidetyyemangkan,
mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggdeahadap agama
orang putera, maka harus diikhtiarkan agar merékatatap dalam
lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Prof.dtfewyk Willem
Cristian van Den Berg (1845-1927) menyatakan bayavey berlaku di
Indonesia adalah hukum Islam, menurut ajaran hatzeffisyafi’l dialah
yang memperkenalkan teorRacetio In Complexu Teori ini
mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yaagutiseseorang,
sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap mkdak resepsi
hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai l@satiPendapat
tersebut yang akhirnya mendorong pemerintah Belanelageluarkan
Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1888 ganuat dalam
staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang pembentiengadilan
Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentukpgag
sederhana Pengadilan Agama Semarang telah adaurselpenjajah
Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, wmanmdengan
dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 18829 kemudian
lebih dikenal dengan sebutan Staatblad Nomor 13174882, inilah
yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya sedaradis Formal
keberadaan Pengadilan Agama di Jawa dan Maduraupadanya dan
Pengadilan Agama Semarang pada khususnya. Selzegaitelah

disebutkan di atas bahwa pada mulanya pendapatkyaigdikalangan
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pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlakundiriesia adalah
hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerbp&om dalam

peradilan diberlakukan peraturan-peraturan yangnbliadari syari'at

Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadiupahan pada
politik hukum pemerintah Hindia — Belanda akibatngeruh dari

seorang orientalis Belanda Cornelis Van Vollenho{@v4-1953) yang
memperkenalkan Het Indische Adatrechtdan Cristian Snouck
Hurgronge (1957-1936) yang memperkenalkan téReiceptie yang

mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adaléom adat asli,
hukum Islam baru adat dapat mempunyai kekuatarkuiherlakukan

apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan dthid keluar sebagai
hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Perubahan politik hukum yang menjurus pada pohtikum adat ini

jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islamgan dalih
untuk mempertahankan kemurnian masyarakat additik Pmkum adat

yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda niempunyai

pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besarashtjrum Indonesia
sehingga setelah Indonesia mendekati teori terseiagih dianggap
sebagai yang paling benar. Usaha penghaspusaragan®eradilan
Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tangyaluni 1948
disahkan undang-undang Nomor 19 tahun 1948 tensasgnan dan
kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan,nyamgsukkan

Peradilan Agama ke dalam Pengadilan Umum, atauatekgta lain,
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eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiaitelihapuskan. Tetapi
beruntunglah Allah SWT masih melindungi, undangangl tersebut
tidak pernah dinyatakan berlaku. Kembali ke Séj&#angadilan Agama
Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bydgninggalan
sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Bega Karena
arsip-arsip tersebut telah rusak akibat beberapakéiator Pengadilan
Agama Semarang terkena banijir dan yang paling badalah banijir
pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapg @elaku sejarah
yang masih hidup yang dapat dimintai informasiaagtperkembangan
Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai anjdtau setidak-
tidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upayalosemieperjalanan
Pengadilan Agama Semarang.
a. Dasar Hukum Pengadilan Agama Semarang

Surat keputusan Pemerintah Hindia-Belanda Nomora&¥gal

19 Januari 1882 yang

1) Di muat dalamStaadbladNomor 152 Tahun 1882 Tentang
Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

2) Penetapan Pemerintah Nomor 5/58 tanggal 26 Mard6 19
Tentang Penyerahan Mahkamah Islam Tinggi dari Kenagn
kepada Kementrian Agama.

3) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang
Pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa. rigada

Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok
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Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan undang
undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kelaakim
dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

4) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangutind
Nomor 50 Tahun 2009.

. Gedung Kantor Pengadilan Agama Semarang
Pada awalnya berdirinya Pengadilan Agama Semarang

berkantor di Serambi Masjid agung Semarang yangndikdengan

Masjid Besar Kauman yang terletak di jalan alumabarat dekat

pasar johar. Tanah yang sekarang di atasnya beydsar johar

dahulunya adalah alun-alun Kota Semarang setelaérdyga tahun
berkantor di serambi masjid. Kemudian sebuah hasguyang
terletak di samping sebelah selatan masjid. Bamguearsebut Kini
dijadikan perpustakaan masjid besar kauman. SgieE pada
masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijant
berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1®&hgadilan

Agama Semarang diberikan sebidang tanah selua$@ M yang

terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangedung

Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan A§amarang

yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semaraeggan

bangunan seluas 499°Miresmikan penggunaannya pada tanggal 19

September 1978, sejak tanggal tersebut Pengadilgama
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Semarang memiliki gedung sendiri yang sampai segaraasih

ditempati.

1) Keadaan Gedung dan Prasarananya

Dilingkungan Pengadilan Agama Kota Semarang, secara

umum keadaan gedung dan prasarananya sangan nmendaja
keadaannya baik, dengan tata ruang yang terahinggm dapat
menunjang kinerja personil. Namun ada keadaan gangat
memprihatinkan yaitu keadaan ruang sidang yangnsebga
hanya ada satu tetapi kemudian disekat menjadi rdaag
sidang. Akan tetapi hal ini tidak mengganggu proses
persidangan yang dilakukan oleh pihak PengadilaanegKota
Semarang. Sarana pendukung lainnya adalah mu&ymdagan
untuk upacara atau olahraga, dan kantin juga ter3ed

2) Struktur Organisasi

Pada kantor Pengadilan Agama diadakan pejabat yang
melayani penyelesaian  perkara, disamping pejabat
kesekretariatan, pejabat tersebut adalah:
Ketua . Drs. Jasiruddin, SH, M.Si
Wakil Ketua : Drs.H.Mohammad Noor
Hudlrien, SH,MH

Hakim . Drs. H. Ali Imron, SH.

Drs. H. M. Hamdani, MH.

3 Wawancara dengan Drs.H.Hamid Anshori, SH, tanfigalanuari 2012.
* Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agarfagyakarta:
Pustaka Pelajar Offset, cet ke-VI, 2005, him.16.
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Drs. H. Hamid Anshori, SH
Drs. Hj. Ismiyati, SH.

Drs. Nurmansyah, SH.
Drs. Wahyudi, SH.

Drs. Zaenal Arifin, SH.

Drs. H. Zainal Khudori Rauf

Panitera/Sekretaris . Waris, SH, S.Ag, M.Si
Wakil Panitera . Drs. A. Heryanta Budi Utama
Panitera Muda Hukum . Zainal Abidin, S.Ag.

Panitera Muda Permohonan : Drs.Setya Adi Winaskd,

Panitera Muda Gugatan . Faizah, SH

Panitera Pengganti :Hj. Agustini Ictatiyarsih, BA
Jurusita/Jurusita Pengganti  :  Bakri

Wakil Sekretaris . Dra. Mustiningsih, SH

Kepala Urusan Kepegawaian : Tidak ada
Kepala Urusan Keuangan : Tidak ada

Kasubag Umum © Moh Asfaroni, SHI

® Wawancara dengan Drs.Wahyudi, SH, tanggal 20 Ja20&2.
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3) Jumlah Perkara Cerai Talak Tahun 2011

Jumlah perkara cerai talak yang diterima di Pergadi

Agama Semarang tahun 2011 adalah sebagai bérikut:

No Bulan Jumlah Perkara Cerai Talak
1. | Janual 167
2. | Februari 144
3. | Maret 170
4. | April 148
5. | Mei 147
6. | Jun 15¢
7. | Jduli 147
8. | Agustus 63
9. | September 178
10. | Oktober 174
11. | November 174
12. | Desember 136
Jumlah 1806

Sedangkan jumlah perkara cerai talak yang dipuaus gahun

2011 adalaH:
No Bulan Jumlah Perkara Cerai Talak
1. | Janual 95
2. | Februari 119
3. | Maret 143
4. | April 144
5. | Mei 132
6. | Juni 139
7. | Jduli 154
8. | Agustus 11¢%
9. | September 110
10. | Oktober 131
11. | November 129
12. | Desember 147
Jumlah 1558

®Data Perkara Cerai Talak yang Diterima di Pengadiigama Semarang tahun

2011.

"Data Perkara Cerai Talak yang Diputus di Pengadiigama Semarang tahun

2011.
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Sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya pei@erai

Pengadilan Agama Semarang tahun 2011 adalah:

No Bulan Jumlah
1. Poligami Tidak Sehat -
2. Krisis Akhlak 12
3. Cemburu 34
4. Kawin Paksa 1
5. Ekonomi 24C
6. Tidak Ada Tanggung Jawab 73t
7. Kawin di bawah Umur -
8. Kekejaman Jasmani 2
9. Kekejaman Mental -
10. Dihukum 2
11. Cacat Biologis -
12. Politik 2
13. Gangguan Pihak Ketiga 17¢€
14. Tidak Ada Keharmonisan 882
Jumlah 2088

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaadakol
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragdstam,
mengenai perkara perdata tertentu yang diatur daleaang-
undang. Peradilan Agama terdiri dari:

1) Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertgasng
berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupatergate
wilayah hukum meliputi wilayah Kotamadya atau Kadiem.

2) Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkatding
yang berkedudukan di Ibukota Propinsi dan daerdturnaya

meliputi wilayah propinsf.

® Data Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya PerceraiaRethigadilan Agama
Semarang tahun 2011
° Mukti Arto, Ibid, him.15
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Dengan adanya undang-undang Rl No.50 tahun 2009 yan
dikenal dengan undang-undang tentang Peradilan Agamn
mempertegas kedudukan dan kekuasaan lingkunganaéitng
Agama sebagai salah satdustical Power dalam Negara RI,
sebagaimana tercantum dalam pasal 2 UU Rl No.4nt#004
tentang Kekuasaan Kahakiman yaitu: “Penyelenggakaknasaan
kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal | #@#akwleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yangldeda
bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkanga
Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lkonggan
Peradilan Tata Usaha Negara, dan Oleh Sebuah Malhkam
Konstitusi.

Sekarang undang-undang tersebut telah diubah dehigan
No0.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dadesal | ayat
(2) yaitu. “Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasestmkiman
sebagaimana dimaksud. Dalam Undang-Undang Dasgarale
Republik Indonesia Tahun 1945”. Dengan demikian angksistensi
Pengadilan Agama sudah memiliki landasan yuridismiio
sekalipun agak terlambat dibandingkan UU untuk Kimgan
peradilan lain (Peradilan Umum, Peradilab Militedgn Peradilan

Tata Usaha Negara).
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2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Kota Semarang
Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama dijelaskamdpiesal
49 (1) UU No.7 tahun 1989 : Pengadilan Agama bestudan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkarafperédgingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islaatedidpi

a. Perkawinan

b. Waris

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Zakat

g. Infaq

h. Shadaqgah

i. Ekonomi syariah.
Ada beberapa hal yang dapat menunjukkan perkembanga
Wewenang Pengadilan Agama, diantaranya yaitu:
a. Kekuasaan Absolut
Kekuasaan Absolut adalah kekuasaan pengadilan yang
berhubungan dengan jenis perkara atau jenis per&ta jenis

pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam pedrega dengan
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jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkgt@mgadilan
lainnya®®

Dalam melaksanakan kekuasaan absolut berdasarlsah Da
UU RI No.50 Tahun 2009 tentang perubahan UU Nol3uha2006,
bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu pelakuaskem
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beraddstam
mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksudndafeang-
undang ini.” Kekuasaan dan kewenangan mengadiligd&tian
Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikgtarp
ditingkat Pertama antara orang-orang yang beragdslara di bidang
perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan agod
berdasarkan Hukum Islath.

b. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan Relatif adalah sebagai kekuasaan peagadihg
satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaarenygad kekuasaan
pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatanyfin

Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (I) UU50IO.
tahun 2009 atas perubahan UU No.3 tahun 2006 tgmangadilan
Agama disebutkan bahwa “Pengadilan Agama berkedurduki
Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya melipifyah

Kabupaten/Kota”. Namun tidak menutup kemungkinarangd

9 Roihan A.RasyidHukum Acara Peradilan Agamaakarta: Raja Garfindo
Persada, 2006, him.27.

1 Abdullah Tri WahyudiPengadilan Agama di Indonesi¥ogyakarta: Pustaka
Pelajar Offset, cet ke-I, 2004, him.55.

12 Roihan A. Rasyid, Ibid, him.25.
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pengecualian sebagaimana dijelaskan dalam pemel#idaersebut,
dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Agama &emga

meliputi Kota Semarang.

Bagaimana Akibat Hukumnya terhadap Putusan Hakim Peagadilan
Agama Semarang No0.0542/Pdt. G/2011/PA.Sm TentanguMad Sebagai
Alasan Fasakh Nikah.

Pengadilan Agama Semarang sebagai pengadilaratipgktama, telah
menyelesaikan perkara perceraian (cerai talak) gasebabkan karena kedua
belah pihak murtad dan memeluk agama lain denganerkam
N0.0542/Pdt.G/2011.PA.Sm. yang mana kasus tersetertjadi obyek
penelitian penulis.

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnyaispeatebih
dahulu akan mengutarakan tentang duduk perkaranya.

Pengadilan Agama Semarang telah memeriksa dan aiéngzerkara
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkarsantdalam perkara Cerai
Talak yang diajukan oleh:

NANDA HIDAYAT bin ONI SUGIYANTO umur 63 tahun, agaanKatholik,
Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan RdadrRaga Kelurahan
Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarseigagai
PEMOHON,;

MELAWAN
TH HENI KAWURYAN binti Y KAMIRAN, umur 57 tahun, agma

Katholik, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal danJ&uspowarno
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V/12, Kelurahan Salamanmloyo, Kecamatan SemarangtB&ota

Semarang, sekarang tidak diketahui alamat dan &dhannya di

seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai TERMOHKON
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan peanikpada
tanggal 04 Juli 1998 yang dihadapan Kepala Kantosusédh agama
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang denganaKutyita Nikah
Nomor:333/13/VII/1998 tanggal 4 Juli 1998.

Bahwa setelah pernikahannya tersebut Pemohon damfien membina
keluarga yang bertempat tinggal di Jalan Megaray&805 Ngaliyan
Semarang selama 10 tahun dan Terakhir bertemgatati Puspowarno V/12
Semarang selama 2 tahun hidup rukun sebagaimaglenkgy suami isteri dan
telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. YOGA PRAMUDYA, Lahir 20 Maret 2000
2. AGNES BERLIANA, Lahir 5 Mei 2004

Bahwa ketentraman rumah tangga antara Pemohon efamofion sejak
bulan Januari 2010 mulai goyah disebabkan

a. Bahwa sejak akhir tahun 2008 dalam kehidupan bewutaagga

Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihanpgatengkaran
yang disebabkan karena Termohon selingkuh dendadala lain,
sedangkan Pemohon sudah menasihati Termohon naidak t

berhasil.
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b. Bahwa sejak bulan Maret 2010 Termohon dengan &kitdersebut
pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidatapepulang.
Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon danofen terjadi
pada bulan Maret 2010 akibatnya Pemohon dan Termsinah pisah rumah
dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi.
Bahwa sejak bulan Januari 2009 Pemohon dan Terntehadm memeluk
Agama Katholik hingga sekarang.
Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil di ®aspohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Semarang segera memeriksaefzgadili perkara
ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amamayavinyi:
PRIMER
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memfasakhkan perkawinan Pemohon dan Termohon.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
SUBSIDER
Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putyaag seadil-adilnya:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapRamohon telah
hadir di persidangan sedang Termohon tidak hadirtdiak pula menyuruh
orang lain untuk hadir sebagai kuasanya meskipurlén dipanggil secara
resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 2iuRer&@emerintah Nomor
9 Tahun 1975 untuk hadir dipersidangan, sedangk tigginyata tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang kdhkarena itu perkara ini

diperiksa tanpa hadirnya Termohon.
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Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon iganyg tetap
dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa dalam pembuktian, guna mengukuhkan dalilgal, Pemohon
telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/13/VII/19%8nggal 4
Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agafeaamatan
Semarang Barat Kota Semarang, bermeterai cukupelaBet
dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tdhda

2. Surat Keterangan Ghaib dari Kelurahan Slamanmkgoamatan
Semarang Barat tanggal 4 Maret 2011, diberi tan®a P

disamping itu Pemohon mengajukan Saksi-saksi yangmivarikan
keterangan di bawah sumpah, masing-masing:
1. SITI MAEMUNAH
a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon kardssa sa
adalah ibu kandung Termohon.

b. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteryasadn
menikah tahun 1998 dan telah dikaruniai 2 orandg.ana

c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak laldain
Januari 2010 tidak harmonis karena sering terjadsgdisinan
dan pertengkaran yang disebabkan karena Termolioglsé
dengan laki-laki lain dan keduanya sudah memeludmag

Katholik.
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d. Bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal selantahdn,
Termohon pergi hingga sekarang tidak pernah puldag,tidak
diketahui keberadaannya di wilayah RI.

2. REZA SUGIYANTO

a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon kardssa sa
adalah teman Pemohon.

b. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteryasadn
menikah tahun 1998 dan telah dikaruniai 2 orandgc.ana

c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak rdanua
2010 tidak harmonis karena sering terjadi perselisi dan
pertengkaran tetapi yang disebabkan Termohon meyappna
idaman lain dan keduanya sudah memeluk agama Kathol

d. Bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal selantahdn,
Termohon pergi hingga sekarang tidak pernah puldaug tidak
diketahui keberadaannya di wilayah RI.

Bahwa berdasarkan atas keterangan dari saksitgakebut, Pemohon
membenarkan keseluruhannya, selanjutnya mohongmutus
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ndikanjuk berita
acara persidangan perkara ini yang merupakan béajiaterpisahkan dengan
putusan ini.
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Rematialah

sebagaimana tersebut di atas.
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Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, tdanyata
Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh ordaig untuk datang
menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, mestefam dipanggil
secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan3¥aParaturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak datangnya itu muisebabkan suatu
alasan yang sah, oleh karenanya Termohon haruatdkan tidak hadir.

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P dani-saksi yang
dianjurkan oleh Pemohon, setelah diteliti dan didenketerangannya,
Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formé@n materiil sehingga
dapat dijadikan sebagai alat bukti sah.

Menimbang, bahwa berdsarkan alat bukti surat (k&Qeterbukti
Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istegisgh oleh karena itu
Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagapg#ak dalam perkara
ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatadjak dulan
Januari 2009 Pemohon dan Termohon telah memelukagatholik hingga
sekarang, hal tersebut dikuatkan dengan keterangarorang saksi
dipersidangan tersebut bahwa Pemohon dan Termadt@p shari Minggu
pergi Gereja maka telah terbukti Pemohon dan Teomdklah keluar dari
agama Islam (murtad).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sepgrad dengan
pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah j¢feahan) Jilid 8

halaman 133, “Bila salah seorang dari suami istiau kedua-duanya murtad
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dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka@d nikahnya fasakh
(batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi belakaing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertigamaersebut
di atas, maka Pemohon telah beralasan sesuai déPasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 HhjuKompilasi
Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terbuktiadutari Islam
(kembali beragama Katholik) maka permohonan untulfasakh
pernikahannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohataban dan
tidak melawan hukum, sesuai Pasal 125 ayat (1) iRka permohonan
Pemohon dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkawinanm lErdasarkan
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 128@ telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 208Ransemua biaya
dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undaregenberlaku dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secaranirean patut,
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
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3. Memfasakh perkawinan antara Pemohon (NANDA HIDAYAIR ONI
SUGIYANTO) dengan Pemohon (TH HENI KAWURYAN binti Y
KAMIRAN).

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seliaya perkara
hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 336.000igg Tatus tiga puluh
enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, Rili 2011 M
bertepatan dengan tanggal 25 Sya’ban 1432 H, obehi DRS.H.ALI
IMRON, SH sebagai Hakim Ketua, DRS.H.M.HAMDANI, MHlan
DRS.H.ZAINAL KHUDORI ROUF masing-masing sebagai kakAnggota
dan dibantu oleh DRA.SITI NURJANAH sebagai PanitdPangganti,
Putusan tersebut ditetapkan oleh Ketua Majelisndamlang terbuka untuk
umum yang dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Tevom™
Dasar Pertimbangan Hakim dalam No. 0542/Pdt. G/201RA.Sm.
Tentang Murtad sebagai Alasan Fasakh Nikah.

Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang
N0.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm. Tentang Murtad sebagas#i Fasakh Nikah
yaitu:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Rematialah
sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, tdanyata

Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh ordaig untuk datang

Y Dokumen Putusan Pengadilan Agama Semarang No.G%42/2011/PA.Sm.
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menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, mestefan dipanggil
secara resmi dan patut sebagaimana ketentuang¥aBaraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak datangnya itu ouksebabkan suatu
alasan yang sah, oleh karenanya Termohon haruatdkan tidak hadir.

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P dani-saksi yang
dianjurkan oleh Pemohon, setelah diteliti dan didenketerangannya,
Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formén materiil sehingga
dapat dijadikan sebagai alat bukti sah.

Menimbang, bahwa berdsarkan alat bukti surat (k&Qjeterbukti
Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istegisah oleh karena itu
Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagapg#ak dalam perkara
ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyataiak 3anuari
2009 Pemohon dan Termohon telah memeluk agama Kathongga
sekarang, hal tersebut dikuatkan dengan keterangarorang saksi
dipersidangan bahwa Pemohon dan Termohon setiapMiaggu pergi
Gereja maka telah terbukti Pemohon dan Termohah tieéluar dari agama
Islam (murtad).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sepgrad dengan
pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah j¢feahan) Jilid 8
halaman 133, “Bila salah seorang dari suami istiau kedua-duanya murtad
dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, melkad nikahnya fasakh

(batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi belakaing.
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertigamaersebut
di atas maka Pemohon telah beralasan sesuai ddrasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 hiuKompelasi
Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termobdyukii
murtad dari Islam (kembali beragama Katholik) mgdemohonan untuk
difasakh pernikahannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohataban dan
tidak melawan hukum, sesuai Pasal 125 ayat (1) iRka permohonan
Pemohon dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkawinan lErdasarkan
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 128@ telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 208Ransemua biaya
dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undaraganberlaku dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semaeasgput sangat
erat kaitannya dengan asas personalitas keislamfAsas personalitas
keislaman adalah pola pengaturan kewenangan Péng@ddjama yang tidak
bisa di tundukkan oleh lembaga lain di luar PerlgadiAgama. Asas
personalitas keislaman itu sendiri, mengacu padenkeéan Undang-undang
Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 Pasal 2 dan P&Sahyat (1).

Pasal (2) Peradilan Agama merupakan salah satikksaela kekuasaan
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kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragastam mengenai

perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undamdpbg ini.

Pasal (49) Pengadilan Agama bertugas dan berwenaneeriksa, memutus,

dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertamtara orang-orang

yang beragama Islam di bidaH:

1. Perkawinan;

2. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan bendas hukum Islam;
Dengan demikian asas personalitas keislaman meaop&kkuasaan

mutlak pengadilan yang berhubungan dengan jenikapertertentu dan

khusus, yang melalui kekuasaan memeriksa, memdars,menyelesaikan

perkara tertentu, yaitu golongan orang yang beragatam.

Putusan Hakim dalam No. 0542/Pdt. G/2011/PA.Sm. Teang Murtad

sebagai Alasan Fasakh Nikah sesuai dengan prinsigtpsip munakahat

1. Munakahat

Semua jenis manusia memiliki kodrat berpasang-gesanBegitu

pula manusia, setiap manusia yang sudah dewasassalat jasmani
rohani pasti membutuhkan teman hidup yang berbeaia kelaminnya.
Teman hidup tersebut tidak hanya untuk sekedar mehiekebutuhan
biologis semata tetapi juga untuk bisa diajak bhekesama dalam
mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidu@nbahl ini Islam

telah mengatur semua itu melalui pernikahan.

4 Abdullah Tri Wahyudi,Peradilan Agama di Indonesia’ogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004, cet ke-I, him. 222,
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2. Munakahat (Masalah Pernikahan)

Pengertian Munakahat (Pernikahan) adalah suatu ilyang
membahas tentang pernikahan dalam syari'at IslankahN atau
pernikahan diartikan dalam suatu akad yang menlaalgpergaulan
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuamgy ybukan
mahramnya, dan menimbulkan hak dan kewajiban arktaduanya,
sesuai dengan tuntunan syari'at islam. Allah SWiukinmenghalalkan
hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Reéagaantara laki -
laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahaak&an membawa
keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik lakig - laki
maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduaaykan bagi
masyarakat yang berada disekeliling kedua insae beit.

Allah SWT berfirman dalam surat An - Nisa Ayat 3bagai
berikut :

" Maka kawinilah wanita - wanita (lain) yang kamersgangi, dua, tiga
atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akarakarl adil maka
(kawinilah) seorang saja .” (An - Nisa : 3).

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki - laki yasudah
mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dintakslil dalam
ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada ®rupa pakaian,
tempat, giliran dan lain - lain yang bersifat lgr Ayat ini juga
menerangkan bahwa Islam memperbolehkan poligamgadersyarat -

Syarat tertentu.
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1) RUKUN DAN SYARAT MUNAKAHAT / NIKAH
Rukun munakahat / nikah ada 5 macam, yaitu :
1) Ada calon mempelai laki-laki
2) Ada calon mempelai perempuan
3) Ada wali dari pihak mempelai perempuan
4) Ada dua orang saksi yang adil
5) ljab — Qabul (serah terima) antara calon mempalailaki dengan
wali pihak mempelai perempuan.
Calon Suami :
Calon suami harus memenuhi syarat - syarat sebagéiit :
1) Beragama Islam
2) Benar - benar pria
3) Tidak dipaksa
4) Bukan mahram calon istri
5) Tidak sedang ihram, haji, atau umroh
6) Usia sekurang - kurangnya 19 Tahun
Calon Istri :
Calon istri harus memiliki syarat - syarat sebdmgikut :
1) Beragama Islam
2) Benar - benar perempuan
3) Tidak dipaksa,
4) Halal bagi calon suami

5) Bukan mahram calon suami
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6) Tidak sedang ihram, haji, atau umroh

7) Usia sekurang - kurangnya 16 Tahun

Wali :

Wali harus memenuhi syarat - syarat sebagi berikut
1) Beragama Islam

2) Baligh (dewasa)

3) Berakal Sehat

4) Tidak sedang ihram, haji, atau umroh

5) Adil (tidak fasik)

6) Mempunyai hak untuk menjadi wali

7) Laki - laki

Dua orang saksi

Dua orang saksi harus memenuhi syarat - syaragaebarikut :
1) Islam

2) Baligh (dewasa)

3) Berakal Sehat

4) Tidak sedang ihram, haji, atau umroh

5) Adil (tidak fasik)

6) Mengerti maksud akad nikah

7) Laki - laki*®

5 H.M.A Tihami, Sohari Sahrankikih Munakahat Jakarta: PT.Raja Grafindo
Persada, 2009, him. 13.
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2) HUKUM DAN DALILNYA
Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepadanyanat
yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adaelyerapa
kondisi yang bermacam - macam, maka hukum nikalapat dibagi
menjadi lima macam.

1) Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yan
mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkgtadee
istrinya dan keperluan - keperluan lain yang mdigtnuhi.

2) Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikaten
kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam peggin
Sabda Nabi Muhammad SAW. :

“Hai golongan pemuda, barang siapa diantara kammgaukup
biaya maka hendaklah menikah. Karena sesumgguhikga rtu
menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang cdglama.)
dan memlihara kehormatan. Dan barang siapa yangktid
sanggup, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasadalah
perisai baginya.” (HR Bukhari Muslim).

3) Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melakisama
pernikahan Karena tidak mampu memberikan belanjada
istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.

Firman Allah SWT :

“Hendaklah menahan diri orang - orang yang tidakmperoleh
(biaya) untuk nikah, hingga Allah mencukupkan denggbagian
karunia-Nya.” (An Nur / 24:33)

4) Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niatuku

menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukunrana ini
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3)

5)

juga terkena bagi orang yang tidak mampu membeianjze

kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
Mubah, bagi orang - orang yang tidak terdesak b&h hal yang

mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya

SUSUNAN WALI PERNIKAHAN DAN MAHRAM

Susunan wali pernikahan :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

Bapak Kandung

Kakek ( bapak dai bapak)

Saudara laki — laki seibu sebapak

Saudara laki — laki sebapak

Anak laki — laki dari saudara laki — laki sekandung
Anak laki — laki dari saudara laki — laki sebapak
Paman ( saudara laki — laki bapak sekandung )
Paman ( saudara laki — laki bapak sebapak )

Anak laki — laki paman sekandung

10) Anak laki — laki paman sebapak

Mahram ( Perempuan — perempuan yang haram di nikahi

Perempuan — perempuan yang haram di nikahi itulasdoab, yaitu :

1)

Haram sebab nasab ( keturunan ), mereka ini adhabsyaitu :

a. Ibu kandung, nenek ( ibu dari ibu atau ibu daridkapan
seterusnya ke atas).

b. Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya &hbaw

c. Saudara perempuan seibu sebapak, sebapak atau seibu
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d. Saudara perempuan dari pihak ibu.

e. Saudara perempuan dari pihak bapak.

f.  Anak perempuan dari saudara laki — laki.

g. Anak perempuan dari saudara perempuan.

2) Haram sebab sesusu, mereka ini ada 2 ( dua ) geatog:

a. |butempat menyusu (ibu susuan ).

b. Saudara perempuan sesuan.

3) Haram sebab perkawinan, mereka ini ada 4 ( emgainy yaitu :

a. Mertua (ibu dari isteri)

b. Anak tiri, apabila ibunya sudah dicampuri

c. Menantu (isteri dari anak )

d. Isteri bapak (isteri tiri)

4) Haram sebab mengawini ( memedukan ) dua orang
perempuan atau lebih, baik saudara seibu sebapbipak
atau saudara seibu.

4) THALAQ DAN MACAM — MACAMNYA
Thalaq adalah melepaskan atau membatalkan ikataavpi@an.
Macam — macam Thalaq :

Ada 2 Thalaq yaitu, Thalag Raj’l dan Thalaq Bairenkudian
thalag bain dibagi lagi kepada 2 macam, yaitu thakin sughra dan
thalaqg bain kubra.

Thalag raj’i adalah thalaq yang dijatuhkan olehnsukepada

isterinya dan suaminya boleh kembali ( ruju’ ) memguli isterinya
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selama masih dalam iddah ( ruju’ ini tanpa memakaad nikah
baru)*®

Thalag bain adalah thalaq yang dijatuhkan oleh skapada
isterinya, yang mengakibatkan hilangnya hak bagabesuami untuk
ruju’ mengumpuli bekas isterinya. Jadi apabila sugen akan ruju’
kepada isterinya harus memakai akad nikah baru.

Thalaq bain sughra sama artinya dengan thaalaqdpaihila
ingin kembali ruju’ maka harus mengunakan akadmikaru.
Yang termasuk thalaq bain sughra adalah
1) Thalaq raj’i yang telah habis masa iddahnya.
2) Thalaq yang dijatuhkan karena khulu’
3) Thalaq yang dijatuhkan karena fasakh

Thalag bain kubra adalah dimana suami sudah 3 kali
menthalaq isterinya, dalam hal ini kalau suamirningiju’ kepada
bekas isterinya tersebut maka bekas isterinya betsdisyaratkan
lebih dahulu melaksanakan empat syarat dibawalyaiti) :
1) Bekas isterinya haru kawin lebih dahulu dengan-akiki lain.
2) Telah bercampur dengan suami kedua.
3) Telah dicerai oleh suami kedua.

4) Telah habis masa iddahnya.

18 1bid, him.231
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5) LI'AN, ILA, KHULU, DZIHAR, FASAKH, DAN HADHANAH

1) Lian, adalah suami menuduh isterinnya berbuat deragan laki

— laki lain, atau suami tidak mengakui keberadaakaayang

dikandung oleh isterinya.

2) lla, adalah sumpah suami bahwa tidak dia tidak akancampuri

isterinya selama 4 bulan.

3) Khulu, adalah thalag yang timbul atas permintasgrijsdengan

syarat isteri akan membyar uang ( iwadh ) kepadesu

4) Dzihar, adalah perkataan suami yang menyerupakam @engan

ibunya, sehingga haram baginya.

5) Fasakh, adalah menanggalkan pernikahan antara suasteri

karena sebab- sebab tertentu.

6) Hadhanah, adalah siapa yang memelihara dan menaindik —

anak yang dibawah umur, ketika terjadi perceraiastara suami

isteri.

Dari analisis di atas, ditinjau dari prinsip-primsnunakahat Hakim

dalam memutus perkara No0.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm.tafhgn Murtad

sebagai Alasan Fasakh Nikah sudah sesuai dengarsipppirinsip

munakahat. Karena dalam figih munakahat membalnéasnig hukum atau

perundang-undangan Islam yang khusus membahas kaeani

(perkawinan), dan yang berhubungan dengannya, tsepea meminang,

walimatul arusy, thalaq, fasakh, rujuk, tanggungagh suami isteri dan

lain-lain yang berdasarkan Al-Qur’an, Hadist, ljmdan giyas.
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Di samping merujuk kepada Al Quran dan Hadist,ajugrdapat
dalam Undang-Undang Nomor 1/Tahun 1974 tentangaieémnian dan

juga dasar Kompilasi Hukum Islam.
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